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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya

merupakanprosespelaksanaanhukum untukmenentukantentang

apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau

melawanhukum.Halinidapatberartibahwapenegakanhukum

pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat

dihukum ataudipidanamenurutketentuanhukum pidanamateriil

danpetunjuktentangbertindaksertaupaya-upayayangdiharuskan

untukkelancaranberlakunyahukum baiksebelum maupunsesudah

perbuatan melanggar hukum tersebut terjadisesuaidengan

ketentuan hukum pidana formil.Untuk menjamin perlindungan

terhadaphakasasimanusiadanagaraparaturnegaramenjalankan

tugasnya sesuaidengan peraturan perundang-undangan maka

KUHAPmengatursuatulembagayangdinamakanpraperadilan.

Dewasa inipraperadilan mendapattempatyang begitu

pentingdalam hukum acarapidana,bahkanhampirdapatdikatakan

setiaporangyangdisangkamelakukantindakpidanakemudian

ditetapkan menjaditersangka,tindakan hukum yang pertama

dilakukanadalahpraperadilan.Bersumberpadaasapradugatak

bersalah makajelasdan sewajarnyatersangka/terdakwadalam
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posesperadilanpidanawajibmendapatkanhak-haknya.1Iniberarti

setiaporangyangdisangka;ditangkap,ditahan,dituntutdan/atau

dihadapkan didepan Pengadilan wajib dianggap tidakbersalah

sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.2

Penggunaanpraperadilansemakinmenguatdidalam masyarakat

yangdisangkamelakukantindakpidana.Dalam berbagaikasus

pidana yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan

menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut

keadilan,melainkanjugaterhadapperlindunganhakasasimanusia.

Praperadilanhanyamerupakansuatutambahanwewenang

yang dimilikioleh Pengadilan Negeri,yang berfungsiuntuk

memeriksa keabsahan darisuatu proses penanganan perkara,

artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah

mengenaipokokdarisuatuperkara.Sebagaimanadiaturdalam

KUHAPkhususnyaPasal77tentangPraperadilan,bahwa:

“Pengadilannegeriberwenanguntukmemeriksadanmemutus,

sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam undang-undangini

tentang:

a)Sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghentian

penyidikanataupenghentianpenuntutan;

1S.Tanusubroto,1983,”PerananPraPeradilanDalam Hukum AcaraPidana”,
PenerbitAlumni,Bandung,hlm.72.

2Ibid.
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b)Gantirugidanataurehabilitasibagiseorangyangperkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

penuntutan.”

Dalam prosesperadilanpidanadiIndonesiayangmemiliki

kewenanganmelakukantindakanpenyelidikandanpenyidikanada

pada kepolisian,sedangkan yang memilikikewenangan untuk

melakukanpenuntutanadalahkejaksaan,sementarakewenangan

mengadilidalam pemeriksaandisidangpengadilanadapadahakim.

Kewenanganyangdimilikiolehhakim,jaksa,danpolisimeskipun

berbeda,tetapipada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh

yangtidakdapatdipisahkan.

TindakPidanaKorupsidiIndonesiasudahmeluasdalam

masyarakat.Perkembangannya terus meningkatdaritahun ke

tahun,baikdarijumlahkasusyangterjadidanjumlahkerugian

keuangannegaramaupundarisegikualitastindakpidanayang

dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki

seluruhaspekkehidupanmasyarakat.3Dalam rangkamewujudkan

supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan

landasan kebijakan yang kuatdalam usaha memerangitindak

pidanakorupsi.BerdasarkanketentuanPasal43Undang-Undang

Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan PidanaKorupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20

3ErmansjahDjaja,2008,“MemberantasKorupsiBersamaKPK”PenerbitSinar
Grafika,Jakarta,hlm.182
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Tahun2001,BadankhusustersebutselanjutnyadisebutKomisi

Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan

koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,

penyidikan,penuntutan,danpemeriksaansidangdipengadilan.4

KomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsiberdasarkanPasal2

dan 3 Undang-undang Nomor30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsimerupakan :“Lembaga

negarayangdalam melaksanakantugasdanwewenangnyabersifat

independendanbebasdarikekuasaanmanapun”.5

Dalam perkembangannyaselamabeberapatahunterakhir,di

IndonesiaPraperadilanseringbahkanselaludiajukanolehpara

tersangkapelakutindakpidanakorupsi.Walaupunpadadasarnya

praperadilan termasuk hak asasi setiap orang untuk

memperjuangkanhaknya,akantetapikebanyakanparatersangka

pelaku tindak pidana korupsimalah menjadikan praperadilan

sebagai sarana untuk mencegah dan menghentikan proses

penyidikanketahapselanjutnya.Praperadilandigunakansebagai

jalan keluarpaling aman para tersangka pelaku tindak pidana

korupsi.Adabeberapagugatanpraperadilanyangdiajukanpara

tersangkapelakutindakpidanakorupsiyangdikabulkan,sehingga

adabeberapatersangkapelakutindakpidanakorupsiyangbebas.

Halinitentunyabaiksecaralangsungmaupuntidaklangsungtelah

berpengaruhterhadap kinerjaKPK dalam upayapemberantasan

4Ibid.,hlm.183.
5ErmansjahDjaja,Op.Cit.,hlm 182.
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korupsidiIndonesia.

Dalam kasus-kasustertentuyangmelibatkannama—nama

besarsepertikasusyang menyeretKomjenPol.BudiGunawan

sebagaitersangkakorupsisaatiamenjabatKepalaBiroPembinaan

KarierDeputiSumberDayaManusiaPolriperiode2003-2006dan

jabatanlainnyadikepolisian.6Selainkarenamenyeretnamabesar,

kasus inijuga menyita perhatian publik karena beberapa hari

sebelum ditetapkansebagaitersangkakorupsiyaknipadatanggal

10Januari2015,PresidenJokoWidodomemilihBudiGunawan

sebagaikandidattunggalKapolrimenggantikanSutarman.7 Atas

penetapannya sebagaitersangka,Komjen Pol.BudiGunawan

mengajukan Pra peradilan.Hasilnya,oleh Hakim Sarpin Rizaldi

melalui putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.Tahun 2015 PN Jakarta Selatan

mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan

penetapannya sebagaitersangka tidak sah dan tidak bersifat

mengikatsecarahukum.8

Selainkasusdiatas,kasuslainyangturutmenjadiperhatian

adalahkasusyangmenyeretnamaHadiPurnomoyangmerupakan

MantanKetuaBadanPemeriksaKeuangan(BPK).MelaluiPutusan

PNJAKARTASELATANNomor36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

6https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_b
g_kpk,diaksestanggal2Maret2019

7Ibid.
8Ibid.
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Tahun2015menyatakanbahwapenyidikandanpenyitaanbarang

olehKPKterhadapHadiPurnomotidaksahdanharusdihentikan.

KeputusantersebutjugaberujungpadapengguguranstatusHadi

Purnomo sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK menetapkan

mantanKetuaBPKinisebagaitersangkadalam kasuspenerimaan

permohonankeberatanpajakPTBankCentralAsiasenilaiRp375

miliarpada21April2014.9

KPK meminta Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau

kembaliputusan pra-peradilan.Peninjauan Kembali(PK)pada

akhirnyaditolakolehMApadaKamis,16Juni2016,dengandua

dasarhukum yangkuat.Pertama,jaksatidakbolehmengajukanPK.

Kedua,PK tidakdapatdiajukanatasputusanpra-peradilanyang

tercantum dalam SuratEdaranMahkamahAgung(SEMA).10

Keduakasusyangtelahdipaparkansecarasingkatdiatas

hanyamerupakancontohdaribeberapakasuspraperadilanyang

dimenangkan oleh para tersangka tindak pidana korupsi.

Dikarenakan kasus-kasus ini menyeret nama besar serta

menimbulkankerugiannegarayangsangatbesar,perhatianpublik

terhadapkasusinisangatlahbesar.Sebaliknya,demikeadilandan

kebenaran,penyidik dan Penuntutumum wajib secara resmi

9SaparuddinSiregar,InilahLimaPolitisiYangMenangMelawanKPK,
https://www.brilio.net/creator/nilah-5-tersangka-yang-menang-praperadilan-melawan-kpk
-100425.html,diakses16Maret2019

10AnandaNabilaSetyani,2017,Daftarparapemenanggugatanpraperadilan
terhadapKPK,https://www.rappler.com/indonesia/berita/183114-para-
pemenang-gugatan-praperadilan-melawan-kpk
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menghentikanpenyidikanataupenuntutan,jikapengadilantelah

menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutanyangmerekalakukanituadalahsah.11

Tercatatsejak praperadilan yang diajukan Komjen Budi

GunawandikabulkanolehPengadilanNegeriJakartaSelatan,kini

praperadilanmenjaditrenbarubagitersangkadalam suatuperkara

pidanauntukmenghindardariproseshukum pidana.Terlepasdari

haltersebut,Hasilputusan pra peradilan tersebutmenunjukan

kekuranganKPKdalam menghadapisidangkasuspraperadilan.

Selainitu,bisadikatakanputusanpraperadilansebagairintangan

besaryang harus dihadapiKPK dalam menjalankan tugasnya

memberantastindakpidanakorupsi.KPK dituntutuntukbekerja

ekstradalam mengahadapipraperadilanyangdiajukanolehpara

pelakutindakpidanakorupsi.Keduakasus diatasmenjaditolok

ukuryangdigunakansebagaidasarpertimbanganterkaitputusan

praperadilan

B.RumusanMasalah

Apakah dasarpertimbangan putusan pra peradilan yang

11P.A.F.LamintangdanTheoLamintang,2010,“PembahasanKUHAPMenurut
IlmuPengetahuan&Yurisprudensi”,penerbitSinarGrafika,Jakarta,hlm.226.
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membatalkan penetapan tersangka oleh KPK dalam upaya

pemberantasantindakpidanakorupsi?

C.TujuanPenelitian

Memperolehdatatentangdasarpertimbanganputusanpra

peradilanyangmembatalkanpenetepantersangkaolehKPKdalam

upayapemberantasantindakpidanakorupsi.

D.ManfaatPenelitian

1.ManfaatTeoritis

a.Hasildaripenelitianinidapatmenambahwawasandan

pengetahuan ilmiah tentang dampak putusan

praperadilanterhadapkinerjaKPKupayapemberantasan

tindakpidanakorupsi

2.ManfaatPraktis

a.Bagi Mahasiswa, Hasil penelitian diharapkan

membantu mahasiswa untuk mengetahui lebih

banyak berkaitan dengan dampak putusan pra

peradilanterhadapkinerjaKPK
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b.Bagi Dosen, Hasil penelitian diharapkan dapat

menyadarkanakanpentingnyapengajaranterkaitpra

peradilan,khusunyadalam kaitannyadengantindak

pidanakorupsi

c.Bagipenegakhukum,Hasilpenelitianinidiharapkan

dapatmembantupenegakhukum,khususnyadalam

upayapemberantasankorupsi

d.Bagi masyarakat,hasil penelitian ini diharapkan

menambah wawasan masyarakat, sehingga

menciptakanmasyarakatyangkritis.

E.KeaslianPenelitian

Berdasarkanpenelusuranstudibeberapaskripsisebelumnya,

penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul

“Dampak Putusan Pra Peradilan yang Membatalkan Penetapan

Tersangka Oleh KPK Terhadap Pemberantsan Tindak Pidana

Korupsi”merupakan hasilkarya aslipenulis,bukan merupakan

duplikasiataupun plagiasidarihasilkaryapenulislain.Adapun

beberapakaryapenelitianyangmembahastemayangsamaadalah

sebagaiberikut:

1.Andreyas Derryadi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, NPM :110510744, Judul “ Kewenangan Pra
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PeradilanTerhadapPermohonanPenghentianPenyidikanYang

Diajukan Oleh Tersangka “ ( Studi Kasus Putusan

No:31/Pid.Prap/2014/Pn.Jkt.Sel)adapunrumusanmasalahnya

adalah Apakah secara normatif lembaga pra peradilan

mempunyaikewenangan untuk memeriksa dan mengadili

permohonanuntukpenghentianpenyidikanyangdiajukanoleh

tersangka sebagai pemohon pada putusan

NO:31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel?Bagaimanakahpertimbangan

yuridis sebagaidasarpermohonan perkara kewenangan pra

peradilanterhadappermohonanpenghentianpenyidikanyang

diajukan oleh tersangka pada putusan

No:31/Pid.pra/2014/PN.Jkt.Sel.?Tujuan penelitiannya adalah

untukmengetahuiapakahpengadilanmempunyaikewenangan

untuk memeriksa dan mengadili proses penyidikan dan

bagaimana pertimbangan yuridissebagaidasarpermohonan

perkara kewenangan pra peradilan terhadap permohonan

penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka.Hasil

penelitiannya adalah bahwa Pra peradilan mempunyai

kewenangan untuk memerikasa dan mengadilipermohonan

untukpenghentianpenyidikanyangdiajukantersangkasebagai

pemohonkarenarangkaianpenyidikantidakhanyamelibatkan

kepentinganpenyidik,penuntutumum danpihakketigayang

berkepentinganmelainkantersangka/terdakwayangtermasuk

unsur-unsurdarirangkaianpenyidikan.Sesuaidengantujuanpra
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peradilansebagaikontrolhorizontal,antarasemuakomponen

penegakhukum jaksa,polisi,advokatagarkepastianhukum

benar-benardapatdiberikanbagimerekaparapencarikeadilan,

dalam melaksanakan kewenangannya sepertipenangkapan,

penahanan,penyitaandanpenyidikan.

2.ViktorOsmon Tarigan,Ilmu Hukum,Universitas Atma Jaya

Yogyakarta,NPM:120510930,Judul“UpayaHukum Terhadap

Putusan Pra peradilan di Indonesia “ Adapun rumusan

masalahnyaadalahBagaimanakahargumentasihukum dalam

praktekpengajuanupayahukum terhadapputusanpraperadilan

diIndonesia?Bagaimanakahformulasihukum yangtepatuntuk

mewujudkanpayunghukum terhadapputusanpraperadilan?

TujuannyaadalahUntukmengetahuiargumentasihukum dalam

praktekpengajuanupayahukum terhadapputusanpraperadilan

diIndonesia.Untukmengetahuiformulasihukum yangtepat

dalam mewujudkan payung hukum terhadap putusan pra

peradilan.Hasilpenelitiannyaadalahargumentasiparapihak

dalam praktekpengajuanupayahukum terhadapputusanpra

peradilan diIndonesia berbeda-beda.Formulasiyang tepat

untuk mewujudkan payung hukum terhadap putusan pra

peradilandanreformasiKUHAPkhususnyamengenailembaga

pra peradilan sehingga terwujud aturan yang jelas dan

sistematisdalam mewujudkanpayunghukum terhadapputusan

praperadilan.
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3.Julianto,IlmuHukum,UniversitasAtmaJayaYogyakarta,NPM:

070509711,Judul“Peranan Pra peradilan Dalam Rangka

Penegakan Hukum Pidana diIndonesia “Adapun rumusan

masalahnyaadalahApakahpelaksanaanpraperadilansudah

berperandalam penegakanhukum pidanadiIndonesia?Tujuan

penelitiannyaadalahuntukmemperolehdatagunamengetahui

apakah pelaksanaan pra peradilan sesuaidengan prinsip

penegakan hukum pidana diindonesia,Hasilpenelitiannya

adalahtatacarapelaksanaanpraperadilandiIndonesiatelah

dilaksanakansesuaidenganUndang-Undang Nomor8 tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana akan tetapi dalam

kenyataannya,pelaksaan pra peradilan belum memberikan

peran dalam penegakan hukum pidanadiIndonesia.Halini

dapatdilihatdalam kenyataandimanaterdapatbanyakpihak

baiktersangka atau pihakketiga yang berkepentingan yang

tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan

permohonan pra peradilan,yang disebabkan karena adanya

oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang

menyalahgunakan wewenang yang dimiliki,agarpihak-pihak

yang kepentingan hukumnya dirugikan dalam proseshukum

yang berjalan tidak dapat mengajukan permohonan pra

peradilan.

F.BatasanKonsep
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1.DasarPertimbanganPutusanPraperadilanYangMembatalkan

PenetapanTersangka

DasarPertimbanganyangmenyebabkandikeluarkannya

putusan pemeriksaan sidang pendahuluan yang dikeluarkan

pengadilan negeri yang membatalkan penetapan status

tersangkaseseorang.

2.KomisiPemberantasanKorupsi(KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

(biasadisingkatKPK)adalahlembaganegarayangdibentuk

dengantujuanmeningkatkandayagunadanhasilgunaterhadap

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.KPK bersifat

independen dan bebas daripengaruh kekuasaan mana pun

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.Komisiini

didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi

PemberantasanTindakPidanaKorupsi.

3.TindakPidanaKorupsi

Tindakanmelawanhukum denganmaksud

memperkayadirisendiri,oranglain,ataukorupsiyang

berakibatmerugikannegaraatauperekonomiannegara.

G.MetodePenelitian
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1.JenisPenelitian

Penelitianyangdigunakanpenulisadalahjenispenelitian

hukum normatif,yaitujenispenelitianyangberfokuspadadata

sekunder,yangterdiridaribahanhukum primeryangmeliputi

normahukum atauperaturanperundang-undanganyangberlaku

danbahanhukum sekunderyangmeliputipendapathukum baik

secara lisan maupun tulisan daripara ahliatau pihakyang

berwenangdansumber-sumberlainyangmempunyaihubungan

denganpermasalahanyangditulis.

2.SumberData

Penelitian inimenggunakan penelitian huum normatif,

sehinggapenelitianinimenggunakandatasekunderyangterdiri

dari:

a.BahanHukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undanganyangterkaitdantersusunsecarasistematisyaitu:

1)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia1945

2)Undang-undang Nomor8 Tahun1981 tentang Hukum

AcaraPidana

3)Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 jo.Undang-

undangNomor20Tahun2001tentangTindakPidana
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Korupsi

4)Udang-undangNomor30Tahun2002TentangKomisi

PemberantasanTindakPidanaKorupsi

b.BahanHukum Sekunder

1)Putusan Mahkamah Konstitusiputusan No 21/PUU-

XII/2014tentangperluasanobjekpraperadilanmengenai

sahatautidaknyapenetapantersangka,penggeledahan

danpenyitaan

2)putusan Mahkamah Konstitusi(MK)Nomor33/PUU-

XIV/2016mengenaiujimateriPasal263(1)UUNomor8

Tahun1981tentangKUHAP

3)Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.Tahun 2015 yang isinya

menyatakanpenetapanBudiGunawansebagaitersangka

tidaksahdantidakbersifatmengikatsecarahukum

4)Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor

36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.Tahun2015menyatakan

bahwa penyidikan dan penyitaan barang oleh KPK

terhadap Haditidak sah dan harus dihentikan juga

berujung pada pengguguran status Hadi sebagai

tersangka.

5) Putusan MA Nomor50/PK/Pidsus/2016 yang isinya
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menolak PK yang diajukan KPK terhadap putusan

PraperadilanHadiPurnomo.

3.MetodePengumpulanData

Metodeyangdigunakanpenulisdalam memperolehdata

dengan cara melakukan studikepustakaan dan wawancara.

Adapunuraianmengenaimetodepengumpulandataadalah:

a.StudiKepustakaan

Pengumpulandatapenelitiandilakukandengancara

mencaridanmembacareferensidaribuku,artikeldiinternet,

surat kabar dan semua bahan kepustakaan yang

berhubungandenganpenelitianini.

b.Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik

wawancaraterstruktur,denganmembuatdaftarpertanyaan

sebagaipedoman wawancara dan menanyakan secara

langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah

dibuatkepadanarasumber.Padapenelitianiniwawancara

dilakukan kepada narasumber untuk memberikan

keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

yaituBapakDionyangmeruapakanAnggotaBiro Hukum

KomisiPemberantasanKorupsi.

4.MetodeAnalisisData
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Metodeanalisisyang penulisgunakan adalah bahan

hukum sekunderyangberupapendapathukum dianalisisuntuk

kemudian dicariperbedaan maupun persamaan pendapat

hukumnya.

5.ProsesBerpikir

Dalam penarikan kesimpulan,prosesberpikir/prosedur

bernalardigunakansecaradeduktif.

H.KerangkaIsiPenulisanHukum /Skripsi

Sesuaidenganjudul“DasarpertimbanganPutusanPraperadilan

yang membatalkan Penetapan Tersangka Oleh KPK Terhadap

UpayaPemberantasanTindakPidanaKorupsi“,penulisaniniakan

dibagikedalam tigaBab.Masing-masingBabterdiridarisub-sub

babyangmerupakanpokokbahasandarijudulyangbersangkutan.

Adapun sistematika penulisan hukum adalah, BAB I :

PENDAHULUAN,terdiridariLatarBelakang Masalah,Rumusan

Masalah,TujuanPenelitian,ManfaatPenelitian,KeaslianPenelitian,

BatasanKonsep,MetodePenelitian,SistematikaPenulisanSkripsi.

BABII:PEMBAHASAN,terdiridaripenjelasanterkaitPraperadilan,

TinjauanUmum Tentang Korupsi,PeranKomisiPemberantasan

Korupsi,AnalisisKasusPraperadilan,DasarPertimbanganPutusan

PraperadilanDalam PemberantasanKorupsi.
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BABIII:PENUTUP,memuatkesimpulanDansaran.


